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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keterkaitan good governance dan e-government dengan 

kepercayaan publik pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan 

2015-2018. Good governance diukur menggunakan indeks governance melalui metode 

Principle Compenent Analysis, e-government diukur menggunakan pemeringkatan e-

government Indonesia, dan kepercayaan publik diukur menggunakan penilaian tingkat 

kepatuhan standar pelayanan publik. Data penelitian bersumber dari Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik 

Republik Indonesia. Hasil penelitian menggunakan regresi data panel menunjukkan bahwa 

good governance dan e-government berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan 

publik. Riset ini memiliki implikasi bahwa keberlanjutan dan peningkatan kualitas good 

governance dan e-government pada organisasi pemerintah daerah harus terus diupayakan 

melalui kerjasama semua stakeholder dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik pada 

pemerintah. 

Kata Kunci: good governance; e-government; kepercayaan publik 
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PENDAHULUAN 

Kepercayaan publik merupakan respon positif masyarakat terhadap program kerja dan capaian 

pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama kurun waktu tertentu. 

Kepercayaan publik (publik trust) sangat penting bagi pemerintah, karena dapat menurunkan 

biaya transaksi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik (Fukuyama, 1995); bahan 

pertimbangan untuk merumuskan setiap kebijakan (Blind, 2007); membangun hubungan 

kemitraan dengan rakyat (El Junusi, 2012); menjamin kepatuhan masyarakat terhadap 

kebijakan pemerintah (Walle & Six, 2014); melegitimasi dan keberlanjutan sistem politik 

(Yousaf et al., 2016) sehingga pemerintahan dapat terus melaksanakan kegiatan pembangunan 

dan menjalankan roda pemerintahan dengan kondusif. Kepercayaan publik timbul sebagai 

hasil dari kapasitas manajemen publik dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemerintahan 

(Kim, 2010), sedangkan menurut Sahuri (2013) kepercayaan publik tumbuh dan berkembang 

karena didukung oleh kualitas organisasi yang baik. 

 

Fakta yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa menurut OECD (Organization for Co-

operation and Econimic Development) kepercayaan publik kepada pemerintah tergolong 

sangat tinggi dan menempatkan Indonesia dalam posisi terbaik di antara anggota OECD 

lainnya (www.revolusimental.go.id, 2019), namun disisi lain indeks good governance 

Indonesia masih tergolong rendah dengan skor 47 dari skor maksimal 100 dan menurut 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 83% implementasi e-

government pemerintah daerah di Indonesia masih rendah (www.mediaindonesia.com, 2019). 

 

Penelitian tentang good governance, e-government dan kepercayaan publik telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti dengan hasil yang masih tidak konsisten. Hasil penelitian (Cheung, 

2013; Salminen & Ikola‐Norrbacka, 2010) menemukan bahwa good governance memiliki 
hubungan yang positif pada publik trust di Finlandia dan Hongkong. Temuan yang berbeda 

ditunjukkan oleh (Widjajanti & Sugiyanto, 2015; Widodo et al., 2020) menemukan bahwa 

good governance tidak berpengaruh pada kepercayaan masyarakat di Indonesia. Hasil 

penelitian (Gracia & Ariño, 2015; Jalali & Khorasani, 2012; Parent et al., 2005) menemukan 

bahwa e-government memiliki hubungan yang positif pada publik trust di Spanyol, Theheran 

dan Kanada. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh (Grimmelikhuijsen et al., 2013; 

Morgeson et al., 2011) dengan hasil temuan e-government dan publik trust tidak memiliki 

hubungan yang signifikan di Amerika, Belanda dan Korea Selatan, sedangkan (Goldfinch et 

al., 2009) menemukan e-government memiliki efek negative pada kepercayaan publik di 

Australia dan New Zealand. 

 

Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada pengembangan model dan pengukuran variabel. 

Penelitian ini menjadikan variabel good governance, e-government dan kepercayaan publik 

dalam satu model. Hal ini dimaksudkan karena peningkatan kepercayaan publik oleh 

pemerintah harus dilakukan secara bersinergi, baik melalui peningkatan kualitas good 

governance dan juga e-government.  
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Adapun kebaharuan dari sisi pengukuran, yakni penelitian ini  menggunakan penilaian tingkat 

kepatuhan standar pelayanan publik untuk mengukur kepercayaan publik, karena pada 

dasarnya pelayanan publik adalah kepercayaan publik (OECD, 2000) dan Undang-Undang 

No. 37 Tahun 2008 mengamanatkan kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk berperan 

sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah 

termasuk BUMN, BUMD dan BHMN. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, 

Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan 

publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar Undang-Undang No. 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik dapat berjalan sesuai harapan publik. 

 

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Penelitian ini menggunakan teori stakeholder untuk menjelaskan hubungan good governance, 

e-government dan kepercayaan publik. Istilah stakeholders pada awalnya diperkenalkan oleh 

Stanford Research Institute (SRI), dimana inti pemikirannya mengarah pada keberadaan suatu 

organisasi yang sangat dipengaruhi oleh dukungan kelompok-kelompok yang memiliki 

hubungan dengan organisasi tersebut (Freeman, 1984). Gray et al., (1997) menyatakan 

stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan/organisasi yang dapat 

mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan/organisasi. 

Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan/organisasi bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholdernya (Ghozali & Chariri, 2007).  

 

Pemerintah daerah sebagai suatu organisasi harus dapat memberikan manfaat kepada semua 

stakeholder. Untuk mewujudkan manfaat kepada semua stakeholder, maka pemerintah harus 

mendapatkan dukungan publik dalam bentuk kepercayaan publik. Dukungan rakyat dalam 

bentuk kepercayaan publik sangat penting bagi organisasi pemerintah, karena kepercayaan 

publik dapat membangun hubungan kemitraan dengan rakyat (El Junusi, 2012); menjamin 

kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Walle & Six, 2014); melegitimasi dan 

keberlanjutan sistem politik (Yousaf et al., 2016) sehingga pemerintahan dapat terus 

melaksanakan kegiatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan dengan kondusif.   

 

Untuk mendapatkan kepercayaan publik, maka organisasi pemerintah harus berkualitas dan 

untuk itu pemerintah harus menerapkan good governance (KNKG, 2008; Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman 

Umum Reformasi Birokrasi) dan menerapkan e-government (Undang-Undang No. 11 Tahun 

2008; Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government). Hal ini diperlukan, mengingat kepercayaan publik sangat 

dipengaruhi oleh integritas, kompetensi, konsistensi dan loyalitas dari organisasi (Nyhan, 

2000) yang akan terwujud dengan menerapkan good governance dan e-government. 
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Good Governance dan Kepercayaan Publik 

Kepercayaan publik adalah kepercayaan warga terhadap negara dan pemerintah, termasuk di 

dalamnya institusi, kebijakan, dan pejabatnya (Mayer et al., 1995). Kepercayaan publik bukan 

suatu hal yang datang dengan sendirinya namun sesuatu yang bersifat sangat dinamis dan 

harus dikelola (Dwiyanto, 2011). Kepercayaan warga akan muncul ketika pemerintah atau 

layanan publik yang diterima masyarakat mencerminkan kinerja yang kompeten, dapat 

diandalkan, jujur, dan terpenuhinya kebutuhan mereka (Park & Blenkinsopp, 2011). 

Kepercayaan publik sangat penting bagi pemerintah, karena dapat menurunkan biaya transaksi 

dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik (Fukuyama, 1995); bahan pertimbangan untuk 

merumuskan setiap kebijakan (Blind, 2007); membangun hubungan kemitraan dengan rakyat 

(El Junusi, 2012); menjamin kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Walle & 

Six, 2014); melegitimasi dan keberlanjutan sistem politik (Yousaf et al., 2016); untuk 

membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan untuk memanfaatkan sumber-sumber untuk 

mencapai sasaran-sasaran sosial (Kathi & Cooper, 2005); dapat meningkatkan kepercayaan 

investor dan konsumen, sehingga akan mendorong kegiatan ekonomi utama (OECD, 2020); 

menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang 

digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun social dalam 

aktivitas pemerintah (Z. Ibrahim et al., 2020). 

 

Kepercayaan publik dapat ditingkatkan dengan implementasi good governance melalui 

prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan 

kesetaraan (Cheung, 2013; El Junusi, 2012; Salminen & Ikola‐Norrbacka, 2010) sehingga 
dengan implementasi good governance penyelenggaraan pemerintahan berjalan profesional 

yang dapat melahirkan iklim bisnis yang sehat, meningkatnya daya saing, turunnya praktek 

korupsi dan suap, meningkatkan kesejahteraan (KNKG, 2010) yang tentunya akan 

menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah, mengingat kepercayaan warga akan muncul 

ketika pemerintah menunjukkan kinerja yang kompeten, dapat diandalkan, jujur, dan 

terpenuhinya kebutuhan mereka (Park & Blenkinsopp, 2011). 

 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya (Jameel et al., 

2019) menemukan bahwa good governance memiliki hubungan positif pada kepercayaan 

publik di Pakistan. Yousaf et al., (2016) menemukan bahwa good governance berpengaruh 

positif pada peningkatan kepercayaan publik di Pakistan. Nasim et al., (2014) menemukan 

bahwa transparansi, pengelolaan zakat dan sikap pengelola berpengaruh positif terhadap 

kepercayaan muzakki di Kota Bandung. Nurrizkiana et al., (2017) berhasil menemukan 

pengaruh positif dan signifikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 

terhadap kepercayaan stakeholder Kabupaten Lombok. Namun Widjajanti & Sugiyanto (2015) 

menemukan good university governace secara langsung tidak berpengaruh terhadap trust di 

Fakultas Ekonomi Universitas Semarang-Indonesia. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil 

penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 1. Good Governance berpengaruh positif pada kepercayaan publik 
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E-government dan Kepercayaan Publik 

E-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan 

yang berbasis elektronik (Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003). Penyelenggaraan e-

government oleh pemerintah merupakan bentuk pembaharuan tata sistem yang penerapannya  

mengacu kepada pentahapan pengembangan e-government secara nasional dengan 

menyesuaikan kondisi masing-masing organisasi yang sekaligus sebagai jawaban tuntutan 

masyakat akan kebutuhan informasi cepat, lengkap, akurat dan terintegrasi.  

 

Implementasi e-government mengharuskan setiap organisasi pemerintah untuk 

mempublikasikan setiap informasi pada sistem untuk dapat diketahui oleh masyarakat, 

sehingga akan meningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat 

umum serta pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh (Raharjo, 

2001). Selain itu, menurut Indrajit (2002) implementasi e-government dapat meningkatan 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan peluang 

bagi pemerintah mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru;  meningkatkan perdagangan 

dan pertumbuhan ekonomi dunia (Majeed & Malik, 2016); memicu peningkatan pendapatan 

pemerintah (Robbins et al., 2015); mereduksi praktik korupsi (Rahayuningtyas & 

Setyaningrum, 2018b); meningkatkan kepercayaan publik (Tolbert & Mossberger, 2006).  

 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Gracia & Casaló 

Ariño (2015) berhasil menemukan bahwa e-government memiliki pengaruh positif dan 

signifikan pada kepercayaan publik di Spanyol. Jalali & Khorasani (2012) menemukan e-

government memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepercayaan publik di Theheran. 

Parent et al., (2005) menemukan bahwa e-government memiliki pengaruh positif dan 

signifikan pada kepercayaan publik di Kanada. Nulhusna et al., (2017) menemukan bahwa 

kualitas e-government memiliki hubungan yang positif dan signifikan pada kepercayaan 

publik di Indonesia. Namun Morgeson et al., (2011) menemukan bahwa e-government tidak 

berkorelasi pada peningkatan kepercayaan publik di Amerika Serikat. Berdasarkan penjelasan 

teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 2. E-government berpengaruh positif pada kepercayaan publik 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian di lakukan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan 

2015-2018, dimana data-data penelitian bersumber dari Kemkominfo-RI, Ombudsman 

Republik Indonesia dan masing-masing pemerintah provinsi. Penarikan sampel menggunakan 

purposive sampling dengan kreteria pemerintah provinsi yang telah memiliki nilai 

pemeringkatan e-government Indonesia, nilai tingkat kepatuhan standar pelayanan publik, 

nilai indeks demokrasi, nilai pengungkapan, nilai tindak lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan, nilai tingkat penyelesaian tindak pidana oleh aparat penegak hukum dan opini 

audit selama periode pengamatan.  
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Variabel Operasional Variabel Pengukuran Variabel 

Kepercayaan Publik kepercayaan warga terhadap negara 

dan pemerintah, termasuk di 

dalamnya institusi, kebijakan, dan 

pejabatnya. 

diukur menggunakan penilaian 

tingkat kepatuhan standar 

pelayanan publik dari 

Ombudsman Republik Indonesia 

(Undang-Undang No. 37 Tahun 

2008). 

Good Governance rambu-rambu untuk menjalankan 

pemerintahan secara jujur dan adil 

berdasarkan prinsip-prinsip 

demokrasi, transparansi, 

akuntabilitas, budaya hukum serta 

kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 

2010) 

diukur menggunakan governance 

index yang diolah dengan metode 

Principal Component Analysis 

(Rahayuningtyas & 

Setyaningrum, 2018; Zou et al., 

2006). Prinsip Demokrasi diukur 

menggunakan Indeks Demokrasi 

Indonesia (Ibrahim, 2017; Rauf et 

al., 2014). Prinsip Transparansi 

diukur dengan dengan 

membandingkan antara 

pengungkapan atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

dengan pengungkapan wajib 

menurut Pedoman Standar 

Akuntansi Pemerintah (Djasuli et 

al., 2013; Rahayuningtyas & 

Setyaningrum, 2018; Suhardjanto 

& Yulianingtyas, 2011). Prinsip 

Akuntabilitas diukur melalui 

tingkat tindak lanjut rekomendasi 

hasil pemeriksaan pada tahun 

sebelumnya ditambah dengan 

yang tidak dapat ditindak lanjuti 

dibagi dengan total rekomendasi 

(Liu & Lin, 2012; 

Rahayuningtyas & Setyaningrum, 

2018). Prinsip Budaya Hukum 

diukur dengan tingkat 

penyelesaian tindak pidana oleh 

aparat penegak hukum (Arliman, 

2019; Soekanto, 2019). Prinsip 

Kewajaran dan Kesetaraan diukur 

dengan opini audit yang diperoleh 

(Heriningsih & Marita, 2013; 

Rahayuningtyas & Setyaningrum, 

2018). 

E-government E-government merupakan upaya 

untuk mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerintahan 

yang berbasis elektronik (Instruksi 

Presiden No. 3 Tahun 2003) 

diukur dengan pemeringkatan e-

government Indonesia yang 

bersumber dari Kemkominfo-RI 

(Rahayuningtyas & 

Setyaningrum, 2018). 
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Alat analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian meliputi: statistik deskriptif, uji 

pemilihan model estimasi, uji kelayakan model (Uji statistik F), uji hipotesis (uji statistik t) 

dan uji koefisien determinasi (R
2
).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil purposive sampling menunjukkan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 136 yang 

terdiri dari 34 provinsi dengan periode pengamatan selama 4 (empat) tahun, yakni 2015 

sampai dengan 2018, dimana pengujian statistik menjelaskan bahwa nilai tertinggi indeks 

good governance selama periode pengamatan adalah 77,81 yang diraih Provinsi Bali, nilai 

tertinggi untuk e-government sebesar 3.85 diraih Provinsi Jawa Tengah dan nilai tertinggi 

kepercayaan publik sebesar 99,76 diraih Provinsi Jawa Timur. Nilai terendah indeks good 

governance sebesar 43,83 diraih oleh Provinsi Maluku Utara, nilai terendah e-government 

sebesar 1,54 diraih Provinsi Bengkulu dan nilai terendah kepercayaan publik sebesar 10 

ditempati Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Papua Barat. Nilai mean indeks good 

governance sebesar 62,59 dengan predikat “cendrung baik”, nilai mean e-government sebesar 

2.31 dengan predikat “kurang” dan nilai mean kepercayaan publik sebesar 67.93 dengan 

kreteria “sedang” (lihat tabel 1). Masih belum baiknya pelaksanaan good governance, e-

government dan kepercayaan publik pada pemerintah provinsi di Indonesia disebabkan karena 

adanya krisis multidimensi yang meliputi krisis moral, krisis hukum, krisis kepercayaan, dan 

krisis politik (Djuaeni, 2015);  keterbatasan SDM sebagai tenaga ahli yang kompeten di 

bidang teknik informatika, keterbatasan anggaran, belum terintegrasinya data antar instansi 

pemerintah serta masih minimnya tingkat keamanan informasi dalam penerapan e-government 

(Dirjen Aplikasi Informatika-Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 

2014); masih tingginya praktek korupsi dan masih belum baiknya pelayan publik yang 

diterima masyarakat.  

Tabel 1: Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maksimum Mean 
Stdr 

Deviasi 

Good governance 136 40.66 77.81 62.64 7.14 

E-government 136 56.75 80.47 69.17 4.14 

Kepercayaan Publik 136 0.04 11661.82 129.07 95.86 

Valid N (listwise) 136     

Sumber : Data Diolah, 2020 
 

Penelitian ini telah melakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil semua lulus uji asumsi 

klasik. Selain itu, penelitian ini juga telah melakukan uji chow, uji hausman dan uji lagrange 

multiplier dengan hasil bahwa model fixed effect merupakan model regresi yang paling tepat 

digunakan, sehingga hasil pengujian statistik tersaji seperti tabel berikut: 
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Tabel 2: Hasil Pengujian Hipotesis 

Variabel Coefficient t-Statistic Prob 

C 14.04136 0.760568 0.0483 

GG 0.809209 3.055568 0.0021 

EG 14.89137 4.475926 0.0000 

Adjusted R-squared 0.288683 

Prob F-statistic 0.000054 

       Sumber : Data Diolah, 2020 
 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan model random effect dapat 

dijelaskan bahwa seluruh hipotesis penelitian yang diajukan terbukti dapat diterima/terdukung. 

Nilai probabilitas t_statistik variabel good governance (GG) sebesar 0.0021  atau (0.0021 < 

0,005) dan nilai koefisien sebesar 0.809209 yang berarti bahwa good governance berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik, sehingga hipotesis H1 diterima/terdukung. 

Selanjutnya nilai probabilitas t_statistik  variabel e-government (EG) sebesar 0.0000 atau 

(0.0000 < 0,005) dan nilai koefisien sebesar 14.89137. yang berarti bahwa bahwa e- 

government berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik, sehingga 

hipotesis H2 diterima/terdukung. 

 

Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance yang baik pada organisasi pemerintah sangat 

diyakini memberikan kontribusi strategis dalam (1) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) 

menciptakan iklim bisnis yang sehat, (3) meningkatkan kemampuan daya saing, serta (4) 

sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan 

terhadap korupsi dan suap (KNKG, 2010). Pareke (2009) manfaat yang diperoleh dalam 

penerapan good governance (1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas; (2) meningkatkan 

kepercayaan publik; (3) menjaga kelangsungan pemerintahan daerah; dan (4) dapat mengukur 

target kinerja pemerintahan daerah. Hasil temuan ini mendukung beberapa hasil riset yang 

telah dilakukan sebelumnya, diantaranya (Jameel et al., 2019; Nasim & Romdhon, 2014; 

Nurrizkiana et al., 2017; Yousaf et al., 2016) yang menyatakan bahwa good governance 

berpengaruh positif pada peningkatan kepercayaan publik.  

 

Tumbuh dan berkembangnya kepercayaan publik sangat penting bagi organisasi pemerintah 

untuk membangun hubungan kemitraan dengan rakyat (El Junusi, 2012); menjamin kepatuhan 

masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Walle & Six, 2014); melegitimasi dan 

keberlanjutan sistem politik (Yousaf et al., 2016). Organisasi pemerintah harus memiliki 

perangkat sistem informasi yang canggih dan terintegrasi untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif. Kualitas 

pelayanan publik yang semakin baik dapat menumbuhkembangkan kepercayaan publik. Hasil 

temuan ini mendukung hasil riset yang dilakukan oleh (Gracia & Ariño, 2015; Jalali & 

Khorasani, 2012; Parent et al., 2005) yang menyatakan bahwa e-government memiliki 

pengaruh positif dan signifikan pada kepercayaan publik. 
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KESIMPULAN 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yakni Pertama, kualitas good governance, kualitas e-

government dan kepercayaan publik pemerintah provinsi di Indonesia masih belum baik. 

Kedua, good governance dan e-government memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepercayaan publik. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teori 

stakeholder terbukti mampu untuk menjelaskan pengaruh good governance dan e-government 

terhadap kepercayaan publik, sehingga keberadaan dan keberlanjutan good governance dan e-

government pada organisasi pemerintah (pusat dan daerah) harus terus ditingkatkan 

kualitasnya untuk mewujudkan peningkatan kepercayaan publik sebagai salah satu modal 

penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 
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